
Jakarta, 7 Februari 2017 - Mahkamah Konslilusi akan menggelar sidang pengucapan putusan alas uji materIillerhadap
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor I Tahun 20.5 lentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganii Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 lentang Pemilihan Gubemur. Bupati.
dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang seianjutnya disebut UU 10/2016. SIdang perkara yang Ieregislrasi dengan
nomor 641PUU-XIV/2016 ini akan dilaksanakan pada Selasa (712) puku1,3.30 WIB

MK Putus Uji Mater11ntervensi DPR terhadap KPU dan Bawaslu
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Norma-norma yang diujikan me lipuli Pasa1 9 huruf a yang berbunyi
"Tugas dan we wenang KPU daiam penye!engga, aan Pem!11han menput,
a Menyusun dan menetapkan Pera!uran KPU dan pedoman tekhnis untok sellap Iahapan Pemi!Ihan setolah

bentonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rekyat. dan Pemenntah damm forum rapat dengar pendapat yang
keputusannya bersifatmengika!"

Sena pasa1 22B huruf a yang berbunyi
"Tugas dan wewenang Bawas!u dalem pengawasan penyelenggaraan Pemi!inari menpuh
a. Menyusun dan menetapkan Peraluran Bawaslu dan pedoman Iekhn, s pengawasan untuk sehap Iahapan Pem, "han

serta pedoman late cam pemenksaan, pembe, ian rekomendasi dan putusan alas keberatan sete!ah bentonsu!1881
dengan Dewan Pelwakilan Rakyat dan Pemeiintah dan forum rapat dengar pendapat yang keputusannya he'sfiat
mengikat"

Gugalan tersebui dialukan Dieh Ahmad Irawan secrang warga negara yang be ranggapan bahwa berlakunya pasal-pasal
a quo be TPOtensi unluk me langgar hak-hak konsliiusionalnya. Hak konsliiusional yang dimaksud dalam hallni adalah hak
unluk mendapatkan perlakuan setara dan proses penyelenggara pemilihan. penegakan hukum pemilihan yang adjl dan
konsislen. hak unluk mendapatkan kernudahan mengikuti penyelenggaraan pemilihan dalam sebuah pelaksanaan
Iahapan pemilihan yang ternb dan belkeadilan. hak ates kepaslian hukum dan penyelenggaraan pemilihan yang bebas
dan intervensi PCImk. hak alas pengawasan yang seiara dan hak alas penyelesaian sengkela yang konsislen dan efektif
sena hak-hak lainnya yang dapat dan berkembang dari sebuah pemilihan yang demokratis

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Dalam permohonannya. Pemohon mendalilkan bahwa keienluan a quo lidak memillki rasio konsiitusional karena
sesungguhnya KPU dan Bawaslu merupakan pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu yang inaridiri dalem
menyusun regulasi(self regulatory body) Amnya, lidak seinesiinya Iembaga negara lain Ikut tallbal perubahasan,
apalagi proses konsultasitersebul analog dengan sebuah keharusan adanya perselujuan dari DPR

Menanggapi permohonan tersebut. Hakim Konstitusi Aswanio memberIkan masukan agar Pemohon perkara Nomor 64
me inperlelas legal sinndingnya Menurut Aswanto, Ierdapat perbedaan antara yang dikemukakan secara lisan daiam
persidangan dengan yang tenu!is di permohonan. Secara lisan Pemohon mengalakan da!am kedudukan hukum sebagai
perorangan Warga Negara Indonesia yang in ungkin akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun dalam
permohonan tenulisnya, Pemohon menyatakan diri sebagai sebagai seorang peneliti dan konsultan hukum konstilusi dan
pemilu yang juga mendirikan firma hukum Ahmad ITawan and assodate. (Nina A. )

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasa1 24C Undang-Undang Dasar 1945
perubahan keriga. Pembentukannya dikukuhkan daiam Undang-Undang Nomor -24 Tahun 2003 tentsng Mahkamah Konstilusi
sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bemenang mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya
bentot final untok menguji undang-undang rerhadap Undang-Undang Dasar, memorus sengketa kewenangan Iembaga negara yang
kewenangannya diberikan Dieh Undang-Undang Dasar, meinutus pembubaran partai polltik, dan memorus perselisihan tentang hasil
pemilihan urnum, sena wailb memberIkan putusan ams pendapat Dewan Peruakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Dieh
Presiden dan/ateu Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk Informasilebih Ianlut, SIIakan menghubungi Humas Mahkamah
tonsiltusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 0812/017130/ 021.3512456, pin bb: SAA23606. Twitter. @Humes_MKRl. Laman:
WWW. mehkamahkonst, t's, . old


